
a

."4

1

ITEPUTUSAIT NTPALA KATTCIR WTLAYAII
KEMETTTTRIAIT AGAUA PROVIilSI KALIMAITTAII STLATAIY

IYOMOR 92\ TAIII T 2016

TEIITTANG

PTIYERBITAII STTRAT KEPU:rUSAII pENccAryTI IZIII PEUDTRTAI{/ OPERASIOilAL
MADRASAH IBTIDATTAII MT'HAMMADTTAT{ BI'IH

KABUPATEN BAITJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVI NSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang bahwa setiap madrasah wqjib mendapatkan izin pendirian
madrasah;

bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan
Surat Keputusan Pengganti;

bahwa madrasah sebagaimdta tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk
diberikan Surat Keputusan Pengganti lzin Pendirian
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf o*, huruf nb', dan huruf nc', perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang
Penerbitan Surat Keputusan Pengganti lzin
Pendirian / Operasional Madrasalr Ibtidaiyah

Mengingat

Muhammadiyah Bilh Kabupaten Banjar;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Irmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43Ol);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Fendidikan (Lembaran Negara Republik
Inrlonesia Tahun 2005 Nonror 41, Tamhahan l,embalan
Negara Republik Indonesia Nomor 44961sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
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2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nornor19 ?atn,. To5 tentan5 standar l$asionai pendidikarT - '. --(Lembaran Negara nepubt-it Indonesia Tahun 2013 Nomor71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5a1O);

3. Peraturan pemerintah Nomor 4g Tahun 2OOg tentangPcndanaan 
.pendid]kan (Lcmbaran lf.g*"--Republik

Indonesia Tahun 20og Nomor qr, 'r"ambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor ag6al;
4' Perulura,.pcr,crirrt-ah Nom<lr L7 Tahun 2010 tcntangPengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran

I"g1* Republik IndoneG Tahun 2O1O N;mo. 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor51so) sebagaimana telah diubah d.,,g;';eraruran
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2arc tentang ieruoarran atasPeraturan pemerintah Nomor 17 Tahu-n 2010 tentangPengelolaa" tT penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
legqra Republik tndonesia Tahun 2O1O Xorrro. tt2,Tambahan Lembaran Negara Republik fnaonesia Nomors1s7);

5' Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nornor 24 Tahun2AO7 tentang Standar Sarana dan prasarana untukSekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sef.oiafr-vtenengah
Pertama/Madyyt_r Tsanawiyah, da-n Sekolah MenengahAtas/Madrasah Aliyah:

5' Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor ls rahun20Lo tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan diKabupaten /Kota sebagaimana telah diubah menjadiPeraturan Menteri pendidikan Oan Xetuaayal Nomor 23Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor 15 Tahun ZOta tentangStandar pelayanan Minimal pendidikan di K;;;;ten/Kota;
7' Peraturan Menteri Agama Nomor go rahun 2013 tentangPenyelenggaraan pendidikan Madrasah (Berita NegaraRepubtik Indonesia Tahun 2013 Nomor f Sgi[
8' Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor5885 Tahun 2015 tentang petunjuk T;kG i;;""Juosmrzin pendirian 

|Iadrasah, peneibitan $;;- I[putusanPengganti Izin pendirian Madrasah Karen. ffifarrg, danPenerbitan Surat 
-Keterangan Kerusakan Dokumen rzinPendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala
Kabupaten Baqjar Nomoi : B
Tanggal 28 September 2016;

Kantor Kemenrerian Agama
767 /t<k.t7.o3-4 /PP.AO /Oe /2o16

Memperhatikan



Menetapkaa

KESATU

KEDUA

KETIGA

UEUUTUSKAN:

KEPUTUSAIT KEPALA KAITTOR WII,AYAH KEMENTERIAN
AGAUA TEIVTAIYG PEITERBITAil SURAT KEPUTUSAN
PENGGAfrTI tZtN pEIvDIRIAIY/OPBR.ilSIOIIAL MATIRASAH
IBTIDATTATI ilUIIAUUADI':TAII BI'IH KABI'PATEN BAI{*IAR.

Memberikan Surat Keputusan Pengganti lnn
PendirianlOperasional Madrasah yang Hilang kepada
madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang
bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan
ketentuan peratural perundang-undangan.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 September 2OL6

n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah,

kxq\
\t *Erfr*



I,AMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMEMERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR gLt TAHUN 2Ot6
TENTANG
KEPUTUSAN

PENERBITAN SURAT
PENGGANTI IZIN

PENDI RIAN/ O PERASI O NAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADryAH
BITH KABUPATEN BANJAR

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI

IZIN PENDIRIAN MADRASAH

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal30 September 2016

Menteri Agama
Kantor Wilayah,

1 Nama Madrasah Madrasah lbtidaiyah Muhammadiyah Bi'ih

2 Nomor Statistik Madrasah 1 1 1263030026

3 Alamat Madrasah Jl. Pembangunarl RT i 1

Desa/Kelurahan Bi'ih

Kecamatan Karang Intan

Kabupaten Banjar

Provinsi Kaiirnantan Seiatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bi'ih

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Nomor 4O Tahun 192O

SK Penyelenggara Pendidikan
Muhammadiyah Tanggal 16 Agustus 192O

6 Pengesahan Akte Notaris
Organisasi Penyelenggara


